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BUPATI ACEH TIMUR 
 

PROVINSI ACEH 
 

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR 
NOMOR 8 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR 
NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK LAYANAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR 
 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, 

 
BUPATI ACEH TIMUR, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor        

42.a Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten Aceh Timur, dan Peraturan Bupati 

Aceh Timur Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur, terdapat 
perubahan pembidangan tugas koordinasi asisten pada 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang sebelumnya 
dibawah Asisten Pemerintahan menjadi dibawah Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan serta perubahan 

nomenklatur jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten 
Aceh Timur yang sebelumnya Inspektur menjadi Inspektur 

Daerah; 
  b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas Komite Etik 

sehubungan dengan pelaksanaan layanan pengadaan 
barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sesuai 
dengan nomenklatur jabatan yang telah ditetapkan, perlu 

dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati            
Aceh Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kode Etik 

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 
Aceh Timur; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati            

Aceh Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kode Etik 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 

Aceh Timur; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

2.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1103); 

3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

7.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor        
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5952); 

8.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 



-3- 

 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4450); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 
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17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur 

Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran 

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 65 TAHUN 2019 
TENTANG KODE ETIK LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR. 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 9 huruf b dan huruf c angka 1 Peraturan 
Bupati Aceh Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kode Etik 

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 
Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 
Nomor 65), diubah sebagai berikut: 

 

Bagian Kelima 
Susunan 

 

Pasal 9 
 

Komite Etik terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan susunan 

keanggotaan, terdiri atas: 
a.  1 (satu) orang Ketua dijabat secara ex-officio oleh 

Sekretaris Daerah; 

b.  1 (satu) orang Sekretaris dijabat secara ex-officio oleh 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat 

Daerah Kabupaten; dan 
c.  5 (lima) orang anggota yang terdiri dari: 

1. Inspektur Daerah Kabupaten; 
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten; 
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten; 

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten; 
dan 

5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 
Kabupaten. 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Kabupaten Aceh Timur. 

 
Ditetapkan di Idi 

pada tanggal  9    Februari 2021 M 
 27 Jumadil Akhir 1442 H 
 

BUPATI ACEH TIMUR, 
 

ttd 
 

HASBALLAH BIN M. THAIB 
Diundangkan di Idi 
pada tanggal  9    Februari  2021 M 

 27 Jumadil Akhir 1442 H 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN ACEH TIMUR, 

 
ttd 

 

MAHYUDDIN 
 

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 8 

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bag

7 Penata Tk} |

NIP. 19850811 200904 1 002

Setdakab. Aceh Tim

AR. SH


